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BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2019 NOMOR 65 

 
PERATURAN BUPATI BANTAENG 

 
NOMOR 65  AHUN 2019 

 
TENTANG 

 
TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANTAENG 

 
Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah, dipandang perlu 
membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Operasional 

Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
6. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  dengan 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

9. Peraturan   Pemerintah   Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang 

Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan 

Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5610); 
11. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang 
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam 

Penyediaan Infrastruktur sebagaimana diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 

2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 161); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Tahun 2019 Nomor 21 Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten bantaeng Nomor 5 ). 

 
MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 

PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  
1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.  
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2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

4. Bupati adalah Bupati Bantaeng.  
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng selaku 

Pengelola Barang Milik Daerah.  
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng 
selaku pengguna barang. 

7. Unit Pelaksana Tekhnis yang selanjutnya disingkat UPT adalah bagian 

SKPD selaku kuasa pengguna barang. 
8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua 

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan 
belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.  

9. BMD bersifat khusus adalah barang yang mengandung kompleksitas 
khusus yaitu pelabuhan laut, bandara, bendungan, kilang minyak dan 
instalasi tenaga listrik.  

10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak 
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau 

optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status 
kepemilikan.  

11. Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu 
tertentu dan menerima imbalan uang tunai.  

12. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka 
waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut 

berakhir diserahkan kembali kepada Pejabat Pengelola Barang Milik 
Daerah yang berwenang.  

13. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah 
pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam 
rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.  

14. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah 
pendayagunaan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara 

mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian 
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang 

telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan tanah beserta bangunan 
dan/atau sarana berikut fasillitasnya setelah berakhirnya jangka waktu 
kepada Bupati.  

15. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah 
pendayagunaan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara 

mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah 
selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain 

terseut dalam jangka waktu tertentu kepada Bupati.  
16. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI 

adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha untuk 

kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

17. Tim pertimbangan pemanfaatan barang milik daerah yang selanjutnya 
disebut Tim adalah Tim pertimbangan yang memberikan masukan kepada 

Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan 
pemanfaatan BMD. 
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18. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bantaeng. 

 
 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

 

(1) Tata cara ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dalam 
pemanfaatan BMD Pemerintah Kabupaten Bantaeng secara efektif dan 

efisien. 
(2) Tata cara ini bertujuan untuk memperjelas proses dan mekanisme 

pemanfaatan BMD milik Pemerintah Kabupaten Bantaeng.  
 
 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

 
Pasal 3 

 
Peraturan Bupati ini mengatur SOP pemanfaatan BMD yang berada pada 
Pengelola dan/atau pada Pengguna. 

 
Pasal 4 

 
Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi : 

a. sewa; 
b. pinjam pakai; 
c. kerjasama pemanfaatan; 

d. BGS dan BSG; dan  
e. KSPI. 

 
Bagian Kesatu 

Sewa 
 

Pasal 5 

 
(1) Penyewaan BMD dilakukan dengan tujuan: 

a. mengoptimalkan pendayagunaan BMD yang belum/tidak dilakukan 
penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah; 
b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas 

dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau 

c. mencegah penggunaan BMD oleh pihak lain secara tidak sah. 
(2) Penyewaan BMD dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah 

dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 

(3) Sewa BMD dilaksanakan terhadap:  
a. BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh 

Pengguna Barang kepada Bupati;  

b. BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih 
digunakan oleh Pengguna Barang; atau  

c. BMD selain tanah dan/atau bangunan.  
(4) Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh 

Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.  
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(5) Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c 
dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari 

Bupati.  
 

Pasal 6 
 

(1) BMD dapat disewakan kepada Pihak Lain.  
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. Badan Usaha Milik Negara; 

b. Badan Usaha Milik Daerah; 
c. Swasta; dan 

d. Badan hukum lainnya. 
(3) Pihak Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain: 

a. perorangan; 
b. persekutuan perdata; 
c. persekutuan firma; 

d. persekutuan komanditer; 
e. perseroan terbatas; 

f. lembaga/organisasi internasional/asing; 
g. yayasan; atau koperasi. 

(4) Jangka waktu Sewa BMD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat 
diperpanjang. 

(5) Jangka waktu Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat lebih 

dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:  
a. kerjasama infrastruktur;  

b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa 
lebih dari 5 (lima) tahun; atau  

c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.  
(6) Formula tarif/besaran Sewa BMD selain tanah dan/atau bangunan 

ditetapkan oleh Bupati. 

(7) Besaran Sewa atas BMD untuk kerjasama infrastruktur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf a dengan karakteristik usaha yang 

memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) huruf (b) dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari 

masing-masing jenis infrastruktur.  
(8) Formula tarif/besaran Sewa BMD selain tanah dan/atau bangunan 

ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan 

BMD.  
(9) Penyewaan BMD dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani 

oleh penyewa dan: 
a. Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan 

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 
Pengguna Barang. 

(10) Sewa BMD dilaksanakan berdasarkan perjanjian, yang paling rendah 

memuat :  
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;  

b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;  
c. tanggung-jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan 

selama jangka waktu Sewa; dan  
d. hak dan kewajiban para pihak.  

(11) Hasil Sewa BMD merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib 

disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.  
(12) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling 

lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa BMD; 
(13) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), 

penyetoran uang sewa BMD untuk kerja sama infrastruktur dapat 
dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang; 
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Bagian Kedua 
Pinjam Pakai 

 
Pasal 7 

 
(1) Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan : 

a. mengoptimalkan BMD yang belum atau tidak dilakukan penggunaan 
untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan 

b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

(2) Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek pinjam 
pakai. 

(3) Pinjam Pakai BMD dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah atau antar Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan.  
(4) Pelaksanaan pinjam pakai BMD dilakukan oleh: 

a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan 

b. Pengguna Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang. 
(5) Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah mendapatkan 
persetujuan Bupati. 

(6) Objek pinjam pakai meliputi BMD berupa tanah dan/atau bangunan dan 
selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/ 
Pengguna Barang. 

(7) Objek pinjam pakai BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6), dapat dilakukan untuk sebagian atau 

keseluruhannya. 
(8) Jangka waktu Pinjam Pakai BMD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat 

diperpanjang 1 (satu) kali.  
(9) Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta 

ditandatangani oleh: 

a. Peminjam pakai dan  Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengelola 
Barang; dan 

b. Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada 
Pengguna Barang. 

(10) Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian paling rendah memuat :  
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;  
b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;  

c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan 
selama jangka waktu peminjaman; dan  

d. hak dan kewajiban para pihak.  
 

 
Bagian Ketiga 

Kerja Sama Pemanfaatan 

 
Pasal 8 

 
Kerja Sama Pemanfaatan BMD dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:  

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMD; dan/atau  
b. meningkatkan penerimaan/pendapatan daerah.  
 

Pasal 9 
 

(1) Kerja Sama Pemanfaatan BMD dilaksanakan terhadap:  
a. BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang.  
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b. BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh 
Pengguna Barang kepada Bupati;  

c. BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih 
digunakan oleh Pengguna Barang; atau  

d. BMD selain tanah dan/atau bangunan.  
(2) Kerja Sama Pemanfaatan atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat 
persetujuan Bupati.  

(3) Kerja Sama Pemanfaatan atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat 
persetujuan Bupati.  

 
Pasal 10 

 
(1) Kerja Sama Pemanfaatan atas BMD dilaksanakan dengan ketentuan:  

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk 

memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang 
diperlukan terhadap BMD yang dikerjasamakan; 

b. mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali 
untuk BMD yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan 

langsung; 
c. BMD yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b 

memiliki karakteristik: 

1. barang  yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2. barang  yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti 
pelabuhan laut, instalasi listrik, dan bendungan; 

3. barang  yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan 
perjanjian hubungan bilateral antar negara; atau 

4. barang lain yang ditetapkan Bupati. 

d. Penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas BMD yang 
bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh: 

1.  Pengelola Barang untuk BMD dalam penguasaannya; dan 
2.  Pengguna Barang untuk BMD dalam penguasaanya. 

e. mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap 
tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan 
pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke rekening Kas 

Umum Daerah;  
f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil 

Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim 
penaksir besaran pembayaran kontribusi yang dibentuk oleh :  

1.  Bupati, untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan; dan 
2. Pengelola BMD, untuk BMD selain tanah dan/atau bangunan.  

g. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati. 
h. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil 

Kerja Sama Pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola 
Barang;  

i. dalam Kerja Sama Pemanfaatan BMD berupa tanah dan/atau 
bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya 
dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu 

kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek Kerja Sama 
Pemanfaatan;  

j. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari 
kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana 

dimaksud pada huruf h paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari 
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total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama 
masa Kerja Sama Pemanfaatan;  

k. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan 
pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan BMD;  

l. selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja Sama Pemanfaatan 
dilarang menjaminkan atau menggadaikan BMD yang menjadi objek 

Kerja Sama Pemanfaatan; dan  
m. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) 

tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. 

(2) Semua biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan yang dikeluarkan 
Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra 

KSP dibebankan pada APBD, dan biaya persiapan KSP yang terjadi setelah 
ditetapkannya mitra KSP dan biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra 

KSP. 
(3) Pihak yang dapat melaksanakan KSP yaitu : 

a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk BMD yang berada 

pada Pengelola Barang; atau 
b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang setelah 

mendapat pertimbangan dari Bupati, untuk BMD yang berada pada 
Pengguna Barang. 

(4) Pihak yang dapat menjadi mitra KSP BMD meliputi: 
a. Badan Usaha Milik Negara; 
b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau 

c. Swasta, kecuali perorangan. 
(5) Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf l tidak berlaku dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan atas BMD untuk 
penyediaan infrastruktur berupa:  

a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, terminal, dan/atau 
jaringan rel dan/atau stasiun kereta api;  

b. infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus;  

c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku 
dan/atau bendungan;  

d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, 
jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan 

air minum;  
e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan 

pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan 

yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan;  
f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;  

g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, 
distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau  

h. infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, 
penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak 
dan/atau gas bumi.  

(6) Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan atas BMD untuk penyediaan 
infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 50 (lima 

puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. 
(7) Dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas BMD untuk penyediaan 

infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berbentuk Badan 
Usaha Milik Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat 
ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari hasil 

perhitungan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.  
(8) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Bupati. 
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Bagian Keempat 
Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna 

 
Pasal 11 

 
(1) BGS atau BSG BMD dilaksanakan dengan pertimbangan :  

a. pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan 
umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan  

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan 

fasilitas tersebut.  
(2) BGS atau BSG BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh Pengelola BMD setelah mendapat persetujuan Bupati.  
(3) Pihak yang dapat menjadi mitra BGS atau BSG meliputi: 

a. Badan Usaha Milik Negara; 

b. Badan Usaha Milik Daerah; 
c. Swasta kecuali perorangan; dan/atau 

d. Badan Hukum lainnya. 
(4) Objek BGS atau BSG meliputi: 

a. BMD berupa tanah yang berada pada Pengelola Barang; atau 
b. BMD berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang. 

(5) BMD berupa tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna 

Barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Pengguna Barang yang bersangkutan, dapat dilakukan BGS atau BSG 

setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.  
(6) BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh 

Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas 
dan fungsinya.  

 

Pasal 12 
 

(1) Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra BGS 
atau BSG merupakan hasil BGS atau BSG. 

(2) Sarana dan fasilitas hasil BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), antara lain: 
a. peralatan dan mesin; 

b. jalan, irigasi dan jaringan; 
c. aset tetap lainnya; dan 

d. aset lainnya. 
(3) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada pemerintah 
daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian. 

(4) Penetapan status Penggunaan BMD sebagai hasil dari pelaksanaan BGS 

atau BSG dilaksanakan oleh Bupati, dalam rangka penyelenggaraan tugas 
dan fungsi SKPD terkait. 

  
Pasal 13 

 
(1) Jangka waktu BGS atau BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak 

perjanjian ditandatangani.  

(2) Jangka waktu BGS atauBSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan 

perpanjangan. 
(3) Penetapan mitra BGS atau mitra BSG dilaksanakan melalui tender.  

(4) Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu 
pengoperasian:  
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a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap 
tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim 

yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;  
b. wajib memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; 

c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:  
1. tanah yang menjadi objek BGS atau BSG ;  

2. hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas 
dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau  

3. hasil BSG.  

(5) Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil BGS atau BSG harus digunakan 
langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah 

paling sedikit 10% (sepuluh perseratus).  
(6) BGS atau BSG dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-

kurangnya memuat:  
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;  
b. objek BGS atau BSG;  

c. jangka waktu BGS atau BSG; dan  
d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian.  

(7) Izin mendirikan bangunan dalam rangka BGS atau BSG harus di atas 
namakan Pemerintah Daerah.  

(8) Semua biaya persiapan BGS atau BSG yang terjadi setelah ditetapkannya 
mitra BGS atau BSG dan biaya pelaksanaan BGS atau BSG menjadi beban 
mitra yang bersangkutan.  

(9) Mitra BGS BMD harus menyerahkan objek BGS kepada Bupati pada akhir 
jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat 

pengawasan intern Pemerintah.  
 

Pasal 14 
 

Bangun Serah Guna BMD dilaksanakan dengan tata cara:  

a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek BSG kepada Bupati 
setelah selesainya pembangunan;  

b. hasil BSG yang diserahkan kepada Bupati ditetapkan sebagai BMD;  
c. mitra BSG dapat mendayagunakan BMD sebagaimana dimaksud pada huruf 

b sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian; dan  
d. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek BSG terlebih dahulu 

diaudit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah sebelum penggunaannya 

ditetapkan oleh Bupati.  
 

Pasal 15 
 

Penetapan status penggunaan BMD sebagai hasil dari pelaksanaan BGS dan 
BSG dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan 
fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. 

 
Bagian Kelima 

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur 
 

Pasal 16 
 

KSPI atas BMD dilakukan dengan pertimbangan: 

a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guna 
mendukung tugas dan fungsi pemerintahan; 

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk 
penyediaan infrastruktur; dan 

c. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang 
ditetapkan oleh pemerintah. 
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Pasal 17 
 

(1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas BMD dilaksanakan terhadap:  
a. BMD berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengelola 

Barang/Pengguna Barang;  
b. BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih 

digunakan oleh Pengguna Barang; atau  
c. BMD selain tanah dan/atau bangunan.  

(2) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas BMD pada Pengelola Barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola 
Barang dengan persetujuan Bupati.  

(3) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas BMD pada Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan huruf c dilaksanakan 

oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Bupati.  
 

Pasal 18 

 
(1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas BMD dilakukan antara 

Pemerintah dan Badan Usaha.  
(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha 

yang berbentuk:  
a. perseroan terbatas;  
b. badan usaha milik negara;  

c. badan usaha milik daerah; dan/atau  
d. koperasi.  

(3) Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur paling lama 50 (lima 
puluh) tahun dan dapat diperpanjang.  

(4) Penetapan mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(5) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang telah ditetapkan, selama 

jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur:  
a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan BMD 

yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;  
b. wajib memelihara objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan 

barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan  
c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang 

terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan 

pada saat perjanjian dimulai (clawback).  
(6) Hasil dari KSPI atas BMD terdiri atas: 

a. barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yang 
dibangun oleh mitra KSPI; dan 

b. pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang 
ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback). 

(7) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
huruf c disetorkan ke Kas Umum Daerah.  

(8) Formulasi dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditetapkan oleh Bupati. 
(9) Infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI atas BMD berupa : 

a. bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana dan prasarana; 
b. pengembangan infrastruktur berupa penambahan dan/atau 

peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas 
infrastruktur; dan/atau 

c. hasil penyediaan infrastruktur berupa penambahan dan/atau 

peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas 
infrastruktur lainnya. 

(10) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur harus menyerahkan objek 
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama 



Dokumentasi dan Informasi Hukum|12 

Penyediaan Infrastruktur kepada Pemerintah pada saat berakhirnya jangka 
waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sesuai perjanjian.  

(11) Barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur menjadi BMD sejak 
diserahkan kepada Pemerintah sesuai perjanjian.  

 
 

BAB V 
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

 

Pasal 19 
 

Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD melaksanakan pengawasan dan 
pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini. 

 
 

BAB VI 

SANKSI 
 

Pasal 20 
 

Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dikenakan sanksi 
administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

 
 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 21 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.  

 
Ditetapkan di Bantaeng 
Pada Tanggal 2 Oktober 2019 

 
BUPATI BANTAENG 

Cap/ttd. 
ILHAM SYAH AZIKIN 

 
Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 2 Oktober 2019 
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